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Motto 

 Ĉǣ ŊȨĆƩä  ĆɎ ąýǠĆȚĈȺĈǣ ćȰĈȕǠĆǤĊȱä ćȼćǤĈȲĊȢĆøɅ ąýǠĆȚĈȹ  

ñ̪Kebaikan yang tidak terorganisir bisa saja akan dikalahkan oleh kebathilan 

yang terorganisir.ò 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum  

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam 

tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 

Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 

sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan 

ketentuan transliterasi. 

B. Konsonan  

Ϝ = Tidak ditambahkan Ќ = dl 

Ϟ = b А = th 

Ϥ = t Д = dh 

Ϩ = ts И = ó(koma menghadap ke atas) 

Ϭ = j М = gh 

ϰ = h Р = f 

ϴ = kh Ф = q 

ϸ = d Ш = k 

Ϻ = dz Ь = l 

ϼ = r а = m 

Ͼ = z д = n 
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Ѐ = s м = w 

Є = sy и = h 

Ј = sh р = y 

Hamzah ( ̭) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal 

kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun 

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma 

diatas (ó), berbalik dengan koma (ó) untuk pengganti lambang ñИò. 

C. Vocal, Panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan ñaò, kasrah dengan ñiò, dhommah dengan ñuò, sedangkan bacaan 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vocal (a) Panjang = Ą Misalnya  ЬϝЦ menjadi Q©la 

Vocal (i) Panjang = Ċ Misalnya ФрЬ menjadi Q´la 

Vocal (u) Panjang = đ Misalnya дмϸ menjadi D¾na 

Khusus bacaan yaô nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ñ´ò, 

melainkantetap ditulis dengan ñiyò agar dapat menggambarkan yaô nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan yaô setelah fathah ditulis 

denganñawò dan ñayò, seperti halnya contoh dibawah ini: 

Diftong (aw) = м Misalnya  ЬнЦ menjadi Qawlun 
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Diftong (ay) = р Misalnya  Ͻу϶ menjadi Khayrun 

      

D. Taô marb¾thah (Ϣ)  

Taô marb¾thah ditransliterasikan dengan ñtò jika berada ditengahkalimat, 

tetapi apabila Taô marb¾thah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan ñhò misalnya   maka menjadi 

ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan ñtò yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya    

menjadi fi rahmatillah.  

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah  

Kata sandang berupa ñalò ( ЬϜ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan ñalò dalam lafadh jal©lah yang berada ditengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.  

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama 

arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu 

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 
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ABSTRAK 

Ahmad Wildan Ali Fikri, NIM 19210100, 2023. Implementasi Penyediaan Juru 

Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi Di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1A). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. 

Fakultas Syariôah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI. 

Kata Kunci : Juru Bahasa, Pihak Berperkara, Pengadilan Agama 

Penggunaan bantuan Juru Bahasa kepada pihak berperkara yang jarang 

dijumpai di Lembaga Pengadilan Agama Nganjuk menjadi faktor utama penelitian 

ini. Pasalnya, regulasi terkait kewajiban penyediaannya sudah diatur dalam Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 dan HIR pasal 131. 

Pada kenyataannya, masih banyak hakim yang berasal dari luar daerah terlihat 

kesulitan dalam memahami Bahasa Daerah setempat. Hal tersebut mungkin dapat 

mempengaruhi hasil putusan yang memiliki potensi memunculkan ketidakadilan 

dan ketidakpastian. Oleh karena itu, untuk mengetahui implementasi Juru Bahasa 

ini sudah sesuai dengan hukum dan asas-asas hukum atau tidak, maka perlu adanya 

penelitian guna mengungkap kepastian hukum dan asas-asas hukum dalam 

korelasinya dengan penyediaan Juru Bahasa tersebut. 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian hasilnya dipaparkan ke 

dalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1A di Jalan Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk 

Kabupaten Nganjuk. Data primer diperoleh dari Hakim dan Ketua Pengadilan 

Agama Nganjuk selaku penegak hukum dan praktisi hukum yang memiliki 

keterkaitan dengan problematika penelitian. Sedangkan data sekunder penelitian ini 

dapat diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel penunjang 

lainnya. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Beberapa faktor terkait 

penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk seperti panjar biaya yang 

membengkak, berpotensi memperpanjang proses persidangan dan hakim merasa 

sudah berbuat adil tanpa adanya bantuan Juru Bahasa membuat para hakim tidak 

pernah menangani kasus dengan bantuan Juru Bahasa Daerah maupun Bahasa 

Asing. Namun ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh para 

hakim, yaitu kasus Bahasa isyarat. Dengan adanya kasus tersebut maka Pengadilan 

Agama Nganjuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga terkait penyediaan 

bantuan Juru Bahasa isyarat. 2) Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

yang diutamakan dalam persidangan terkait alasan jarang ditemukan bantuan Juru 

Bahasa akan dapat mempengaruhi asas keadilan hukum. Karena bagaimanapun, 

para pihak yang berperkara mencari keadilan di Lembaga Peradilan khususnya di 

Pengadilan Agama Nganjuk 
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ABSTRACT 

Ahmad Wildan Ali Fikri, NIM 19210100, 2023. Implementation of Provision of 

Interpreters to Disputing Parties (Study in the Nganjuk Religious Court 

Class 1A). Thesis. Thesis. Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 

Miftahuddin Azmi, M.HI. 

Keywords: Interpreters, Litigants, Religious Courts 

 

The use of Interpreter assistance to litigants which is rarely found in the 

Nganjuk Religious Court Institution is the main factor of this research. This is 

because the regulations regarding the obligation to provide it have been regulated 

in the Decree of the Head of the Supreme Court Number 26 of 2012 and HIR article 

131. In fact, there are still many judges who come from outside the region and have 

difficulty understanding the local language. This may affect the outcome of the 

decision which has the potential to create injustice and uncertainty. Therefore, to 

find out whether the implementation of these interpreters complies with the law and 

legal principles or not, research is needed to reveal legal certainty and legal 

principles concerning the provision of these interpreters. 

This research is empirical legal research, using a sociological juridical 

approach, then the results are presented in an analytical descriptive form. The 

location of this research is at the Nganjuk Religious Court Class 1A on Jalan Gatot 

Subroto, Ringinanom, Nganjuk District, Nganjuk Regency. Primary data were 

obtained from judges and chairmen of the Nganjuk Religious Court as law enforcers 

and legal practitioners who are related to research problems. While the secondary 

data of this research can be obtained from various books, journals, theses, and other 

supporting articles. 

The results of the study revealed that 1). Several factors related to the 

provision of interpreters at the Nganjuk Religious Court such as increased down 

payment fees, the potential for lengthening the trial process, and judges feeling that 

they have acted fairly without the assistance of interpreters have made judges never 

handle cases with the assistance of regional interpreters and Foreign Languages. 

However, several cases cannot be handled by the judges alone, namely the case of 

sign language. With this case, the Nganjuk Religious Court entered into a 

collaboration with institutions related to the provision of sign language interpreter 

assistance. 2) The principle of simple, fast, and low-cost justice which is prioritized 

in trials due to the reason that Interpreter assistance is rarely found will affect the 

principle of legal justice. Because after all, the litigants seek justice in the Judicial 

Institution, especially in the Nganjuk Religious Court 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia memilki landasan dalam pelaksanaan keadilan di 

negaranya, Landasan tersebut antara lain hukum dan juga konstitusi. 

Implementasi hukum dapat dijalankan dalam suatu lembaga peradilan yang 

tidak bertentangan dengan nilai serta norma yang diterapkan dalam negara dan 

juga masyarakatnya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 

ñKekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.ò.  

Badan peradilan sendiri memiliki suatu sistem pengadilan tentang 

bagaimana beracara di persidangan. Pengadilan adalah suatu instansi resmi 

atau badan yang melaksanakan sistem peradilan yaitu memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari dibentuknya lembaga 

pemerintah dialah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Lembaga 

pemerintah yang berperan dalam bidang hukum dan peradilan ialah lembaga 

pengadilan, namun karena indonesia merupakan Bhineka Tunggal Ika maka 

lingkungan pengadilan di indonesia terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki 
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tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, peradilan di 

indonesia yaitu : peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang 

semuanya ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.1 

Seperti yang disebutkan di atas tentang empat lingkungan Peradilan 

Negara salah satunya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama 

merupakan lembaga resmi yang menjadi muara dalam menyelesaikan perkara 

perdata masyarakat muslim yang sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia. 

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus yang memiliki wewenang 

di bidang dan untuk golongan masyarakat tertentu saja. Wewenang yang 

dimiliki peradilan agama khusus untuk berbagai perdata saja dan hanya untuk 

kalangan masyarakat yang beragama Islam saja. 2 Proses persidangan yang 

terjadi di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, Hakim dan pihak 

yang berperkara pasti melakukan komunikasi yang dapat dipahami satu sama 

lain agar perkara dapat diselesaikan. 

Bahasa kesatuan yang digunakan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan hasil dari Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 

Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan yang 

harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dan dalam tinjauan yuridis, 

penggunaan Bahasa Indonesia sudah ada aturan yaitu dalam pasal 53, Pasal 

153 dan pasal 177 KUHAP dan pasal 27 dan 28 PERPRES No.63 tahun 2019. 

 
1 Zulfia Hanum Alfi Syahr, ñDinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan,ò Prosiding 

Seminar Nasional Pakar Ke 3 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA RI 

3 (2020): 231ï38. 
2 Basiq Djalil. Peradilan agama di Indonesia. Prenada Media, 2010. Hlm.7 
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Aturan terkait penggunaan Bahasa Indonesia secara garis besar dapat dikaitkan 

dengan proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, tentu saja 

ini juga sangat berpengaruh pada meluasnya jaringan kerja dan juga 

komunikasi. Kebutuhan suatu negara akan tenaga kerja dari negara lain pun 

tidak dapat dihindari. Contohnya adalah tenaga kerja dari Indonesia yang 

dikirim ke luar negeri yang rata-rata didominasi oleh anak muda yang masih 

berstatus lajang. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan menemukan 

jodohnya di negara dimana ia bekerja. Dengan adanya contoh kejadian 

tersebut, seharusnya Lembaga pemerintahan tak luput dalam menyediakan 

fasilitas untuk menyambungkan komunikasi berupa Juru Bahasa di beberapa 

sektor lembaganya terutama yang dibahas pada penelitian ini adalah terkait 

dengan instansi Pengadilan Agama. Karena dari pernikahan yang terjadi antara 

Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing juga memiliki potensi 

permasalahan yang akan diajukan ke Lembaga Pengadilan Agama di 

Indonesia. .Berkaitan juga dengan adanya mutase Hakim yang belum tentu 

etnisnya sama dengan daerah dimana ia bertugas, tidak sedikit hakim yang 

terlihat terkendala dengan penggunaan bahasa daerah setempat yang mana 

Hakim terlihat kesulitan untuk memahaminya. Sudah sewajarnya bagi para 

pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yaitu berupa fasilitas bantuan Juru 

Bahasa tidak hanya di Lingkungan Pengadilan Agama saja, namun juga di 

seluruh empat Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 
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Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus tentang belum 

tersedianya Juru Bahasa yang menjembatani komunikasi yang terjadi antara 

Hakim dengan pihak-pihak yang berperkara ketika proses peradilan sedang 

berlangsung sehingga mungkin dapat menghambat proses peradilan. Fakta 

yang terjadi adalah bahwa adanya kendala yang dialami oleh pihak atau saksi 

tersebut yang tidak dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dan hanya 

dapat menggunakan Bahasa Daerah (Bahasa Jawa). Dalam proses persidangan 

tersebut, Hakim tadi dibantu oleh hakim anggota lain dalam berkomunikasi 

dengan pihak tersebut agar mengetahui perkara yang sedang diproses. Dan 

dalam komunikasi ini, Hakim yang bukan berasal dari etnis Jawa tadi 

merupakan Ketua Majelis sidang dan sama sekali tidak memahami apa yang 

dikatakan oleh pihak yang berperkara yang berperkara sehingga memiliki 

kemungkinan dapat mengganggu beberapa poin dari  Standar Pelayanan 

Peradilan.3 

Standar Pelayanan Peradilan yang termaktub pada Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 menjelaskan bahwa 

kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan agar dapat membangun 

kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Hal ini selaras dengan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan yang 

menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sesuai yang tercantum pada bagian 

Standar Pelayanan Umum poin Pelayanan Persidangan nomor 4 yang 

 
3 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau 

penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa 

Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya 

persidangan. Dan masyarakat yang menginginkan layanan tersebut agar 

mengajukan Surat Permohonan sebelum dimulainya sidang atau dapat 

mengajukannya di hadapan Majelis Hakim secara lisan.4 

Sementara pada prakteknya, Pengadilan Agama Nganjuk belum 

menyediakan juru Bahasa Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mewajibkan seluruh Lembaga 

Peradilan untuk menyediakan Juru Bahasa. Beberapa faktor diatas yang 

menjadi landasan penulis untuk mengajukan judul skripsi yaitu : 

ñImplementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di 

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)ò 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, perlu adanya batasan 

mengenai penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan dibatasi dengan dua 

hal pokok permasalahan yang akan dikaji. Pertama, yaitu terkait dengan 

penyediaan Juru Bahasa di Lembaga Peradilan. Kedua, yaitu ruang lingkup 

penelitian seputar Lembaga Pengadilan Agama. 

 

 
4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026- KMA/SK/ll/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan. 
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C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

mengimplementasikan penyediaan Juru Bahasa? 

2. Bagaimana korelasi implementasi penyediaan Juru Bahasa dengan asas 

peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan asas keadilan hukum? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Menjelaskan, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

mengimplementasikan penyediaan Juru Bahasa  

2. Mendeskripsikan korelasi implementasi penyediaan Juru Bahasa dengan 

asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan asas keadilan hukum 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami 

implementasi Juru Bahasa di lingkungan Peradilan Agama sesuai 

dengan regulasi yang berlaku baik itu anjuran maupun aturan 
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b. Diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas 

Syariôah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat, untuk membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap Lembaga Peradilan Agama dan membantu masyarakat 

yang tidak memahami Bahasa Indonesia dalam mencari keadilan 

b. Memanfaatkan regulasi hukum yang berlaku demi meningkatkan 

kualitas Pelayanan Peradilan khususnya Peradilan Agama. 

c. Bagi pegawai Pengadilan Agama, meningkatkan kinerja dan kualitas 

pelayanan Pengadilan Agama. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai estafet penelitian lebih lanjut 

terkait implementasi penyediaan Juru Bahasa. 

F. Definisi Operasional 

Penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional guna membantu 

memahami makna, maksud dan tujuan yang akan diteliti oleh penulis, antara 

lain : 

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan5 

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung 

 
5 Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online https://kbbi.web.id/implementasi 

diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 7.13 WIB 

https://kbbi.web.id/implementasi
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a. Surat Keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang 

dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintah 

berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.6 

b. Surat Keputusan Mahkamah Agung 

Surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan ketua Mahkamah 

Agung mengenai satu hal tertentu.7 

3. Standar Pelayanan Peradilan 

Standar pelayanan peradilan ini bersifat nasional dan memberikan 

pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan 

pada semua tingkatan untuk menyusun standar pelayanan pengadilan 

pada masing masing satuan kerja.8 

4. Juru Bahasa  

Juru Bahasa adalah orang yang mengalihkan bahasa lisan dari suatu 

bahasa ke bahasa yang lain termasuk dengan siratan makna dari bahasa 

tubuh, intonasi, raut wajah bahkan gerak tangan dari pihak yang 

berbicara.9  

 

 

 
6 Titin Astini dan Aah Johariyah , Melakukan Proses Administrasi, Armico, Bandung, 2004, 20. 
7https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-

sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikel

uarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan diakses pada 

tanggal 14 Februari 2023 pukul 15.46 WIB 
8https://www.pn-

gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20i

ni%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja Diakses pada tanggal 14 Februari 

pukul 16.03 WIB 
9http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/60/Perbedaan-

Penerjemah-dan-Juru-Bahasa diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 8.16 WIB 

https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikeluarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan
https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikeluarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan
https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikeluarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20ini%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20ini%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20ini%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja
http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/60/Perbedaan-Penerjemah-dan-Juru-Bahasa
http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/60/Perbedaan-Penerjemah-dan-Juru-Bahasa
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5. Pihak Berperkara 

Pihak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu satu 

dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam 

perang, permainan, politik, perjanjian, dan sebagainya). Sedangkan 

perkara memiliki arti urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.10 

6. Pengadilan Agama  

Pengadilan Agama adalah salah satu pilar lembaga peradilan di 

Indonesia. Pada saat ini, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh 

Pengadilan Agama yaitu pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian 

perkara tingkat pertama yang mencakup pada perihal perkawinan, hibah, 

wasiat, waris, zakat, dan ekonomi syariôah sesuai dengan Undang-

Undang nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.11 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian lebih mudah dipahami dan terstruktur maka dibuatlah 

sistematika penulisan. Sistematika ini memiliki fungsi untuk mengetahui 

pembahasan dalam penelitian. Berikut adalah 5 pembahasan sistematika yang 

tercantum pada penelitian ini : 

Bab I: Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dalam penelitian 

tersebut sebagai permulaan yang terdiri dari latar belakang, yaitu bagian yang 

 
10 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 22.41 WIB 
11 Andi Intan Cahyani, ñPeradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,ò Jurnal 

Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2019): 119, 

https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak
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memuat alasan peneliti dalam menyebabkan tertarik untuk mengkaji tema 

tentang Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara 

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A). Pada bab ini juga membahas 

tentang beberapa regulasi yang mendukung tema yang akan diangkat oleh 

peneliti. Selain itu, pada bab ini juga membahas tentang rumusan, menjelaskan 

tentang tujuan dan manfaat penelitian serta definisi operasional dan sistematika 

penulisan di dalam bab ini. 

 Bab II : pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang semua pembahasan yang terkait 

dengan judul peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang diambil adalah skripsi 

yang ditulis oleh Abdul Faqih Jauhari Pakro (Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo tahun 2021), Fadila Hilma Mawaddah (Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022), Hervina Dwi Yuniar (Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017), Winda Dwi Astiti 

(Universitas Airlangga Surabaya tahun 2020) dan juga jurnal yang ditulis oleh 

Ridwan Mansyur (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015), Dodi Zulkarnain 

Hasibuan, Mukidi, Marlina (Jurnal Ilmiah Metadata tahun 2022) Sundusiyah, 

Erie Hariyanto (Jurnal Arena Hukum Tahun 2022), Syprianus Aristeus (Jurnal 

Penelitian Hukum De Jure tahun 2020). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

kerangka teori yang digunakan peneliti. 

Bab III : Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian yang Pertama yaitu jenis penelitian 
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yaitu menggunakan penelitian empiris. Kedua yaitu pendekatan penelitian 

yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Ketiga yaitu lokasi 

penelitian yang berada di Pengadilan Agama Nganjuk. Keempat yaitu metode 

pengambilan sampel yang menggunakan teknik purposive sampling. Kelima 

yaitu jenis dan sumber data yang terdiri dari primer sekunder dan tersier. 

Keenam yaitu metode pengumpulan data yang mencakup wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Ketujuh yaitu metode pengolahan data yang 

meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, dan pembuatan 

kesimpulan. 

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang sedang dicari. Pada bab ini 

membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama terkait 

penyediaan Juru Bahasa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan 

untuk menganalisa kendala penyediaan bantuan Juru Bahasa terhadap Asas 

Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dan asas keadilan, kepastian 

dan kemanfaatan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di 

Lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Bab V : Bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran 

dari penelitian ini. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas 

dari keseluruhan hasil pembahasan oleh peneliti mengenai topik penelitian. 

Adapun saran yaitu sebuah pendapat atau usul, anjuran, maupun solusi yang 

dikemukakan oleh peneliti untuk mempertimbangkan suatu hal kepada pihak 
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yang bersangkutan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian terkait 

Implementasi penyediaan Juru Bahasa kepada pihak berperkara guna 

meningkatkan kualitas Pelayanan Lembaga Peradilan. Dan juga analisa 

mengenai asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan asas keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap implementasi penyediaan bantuan 

Juru Bahasa kepada para pihak berperkara di lingkungan Pengadilan Agama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya, penelitian terdahulu berfungsi sebagai penunjuk 

keaslian dari penelitian yang akan dilakukan dan menunjukkan persamaan serta 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dengan adanya 

penelitian terdahulu tidak ada plagiasi atau pengulangan mutlak materi yang 

dipaparkan. Penelitian terdahulu ini, antara lain : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Faqih Jauhari Pakro, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 dengan judul ñAnalisis Yuridis 

Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses 

Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)ò.12 Penelitian tersebut 

membahas tentang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi 

dalam proses persidangan. Realita yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi 

adalah bahwasanya hakim sering menggunakan bahasa setempat dengan para 

pihak yang berperkara. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan bahasa 

daerah dalam proses persidangan ini adalah upaya efektif dan memperlancar 

proses persidangan. Menurut penulis, berbagai problematika baru yang 

dihadapi instansi Pengadilan akan selalu ada dan membutuhkan regulasi baru 

untuk menjawab tantangan ini agar masyarakat yang berperkara mendapat 

 
12 Abdul Faqih Jauhari Pakro, ñAnalisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat 

Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)ò (Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 
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kemudahan serta keadilan. Hasil dari penelitian ini penulis menunjukkan 

bahwa belum ditemukannya kekuatan hukum tetap mengenai penggunaan 

Bahasa Daerah dalam proses persidangan. Dan pada ketentuan yang berlaku 

sampai saat ini menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan selama proses 

persidangan adalah Bahasa Indonesia atau jika salah satu pihak tidak mampu 

dalam menggunakannya maka hakim diharuskan menghadirkan penerjemah 

atau juru bahasa tersumpah. Selanjutnya, penulis memaparkan bahwa secara 

yuridis, kemanfaatan dan keadilan hukum bisa didapat jika menggunakan 

Bahasa Daerah dalam proses persidangan. Agar proses persidangan memiliki 

legalitas, perbuatan hukum tersebut harus dengan kepastian hukum sebagai 

dasar. 

Kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah tema yang diangkat yaitu 

mengenai penggunaan bahasa daerah sebagai sarana proses persidangan demi 

memudahkan pelayanan yang ada dalam instansi pengadilan. Kesamaan yang 

lain adalah paparan mengenai pentingnya untuk mengangkat juru bahasa dalam 

instansi Pengadilan Agama dikarenakan tidak semua Hakim mampu 

memahami bahasa daerah dimana ia ditugaskan. Kesamaan yang lain dari 

penelitian tersebut adalah pembahasan yang memiliki tujuan menganalisa 

penggunaan Bahasa Daerah dari segi hukum (yuridis). Adapun perbedaan 

penelitian tersebut adalah tujuan yang penulis inginkan adalah penggunaan 

bahasa daerah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

hukum. Sedangkan pada penelitian ini adalah membahas tentang implementasi 
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Juru Bahasa sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan yang termaktub pada 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fadila Hilma Mawaddah, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul 

ñImplementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif 

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang)ò.13 Di dalam penelitian tersebut, penulis membahas 

tentang layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang diterapkan di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan perspektif teori efektivitas 

hukum Soerjono Soekanto yang menurut penulis dapat dilihat dari faktor-

faktor, antara lain : Faktor Hukum yang sesuai dengan beberapa asas, Faktor 

penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya, kemudian Faktor 

sarana dan fasilitas penegak hukum yang memperlancar kinerja penegak 

hukum, Kemudian Faktor Masyarakat mengenai kepatuhannya terhadap 

hukum, dan yang terakhir adalah faktor budaya yang mempengaruhi 

masyarakat dalam mematuhi hukum. Penelitian ini memiliki hasil sebagaimana 

dikemukakan penulis yaitu telah terwujudnya kompetensi SDM dan fasilitas 

yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang melalui kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan 

Disabilitas Universitas Brawijaya Malang. 

 
13 Fadila Hilma Mawaddah, ñImplementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas 

Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang)No Titleò (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 
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Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu tersebut dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah mengenai layanan dalam lembaga Peradilan 

terutama berkaitan dengan penggunaan juru bahasa sebagai perwakilan dari 

pihak berperkara yang menyandang disabilitas dan tidak mampu memahami 

Bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaan yang mencolok adalah penggunaan 

teori efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto untuk mengetahui 

implementasi kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi Juru Bahasa 

di instansi Pengadilan Agama demi meningkatkan kualitas pelayanan peradilan 

khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hervina Dwi Yuniar, Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul ñPelaksanaan Pasal 53 

KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga 

Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Tangerangò.14 Penelitian tersebut membahas tentang keharusan 

pemberian hak yang sama di hadapan hukum baik dari masyarakat Indonesia 

atau bahkan masyarakat asing yang memiliki perkara hukum di teritorial 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang dimaksud oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah kemudahan untuk mengakses proses peradilan terutama 

pada bidang komunikasi. Warga Negara Asing yang tidak mampu 

berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia, berhak mendapatkan 

 
14 Hervina Dwi Yuniar, ñPelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran 

Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan 

Negeri Tangerang)ò (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.). 
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penerjemah dalam menjalani proses peradilan di wilayah Indonesia. Penulis 

memaparkan bahwa penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang 

dengan alasan banyaknya kasus tindak pidana khusus narkotika yang terjadi 

disana dan tidak sedikit Warga Negara Asing yang terjerat di wilayah tersebut. 

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan masih banyak pihak-pihak asing 

yang masih belum terpenuhi haknya dalam hal akses juru bahasa atau 

penerjemah, sehingga konsep keadilan yang sama di hadapan hukum masih 

belum terpenuhi bagi mereka. 

Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu tersebut adalah 

membahas tentang upaya penunjukan Juru Bahasa sebagai jembatan bagi para 

pihak yang berperkara dalam memahami proses peradilan yang dijalaninya 

demi mendapatkan hak-hak yang sama di hadapan hukum berdasarkan regulasi 

dari Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Kesamaan yang lain 

adalah kurangnya bantuan penerjemahan juru bahasa pada saat proses 

peradilan sedang berlangsung. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut 

adalah membahas tentang hukum pidana dan penelitian yang akan dilakukan 

membahas tentang hukum perdata. Perbedaan yang lain adalah kendala yang 

dihadapi pada penelitian terdahulu tersebut adalah bahasa asing sedangkan 

kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah terkait dengan bahasa daerah. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Winda Dwi Astiti, Universitas 

Airlangga Surabaya dengan judul ñVariasi Bahasa dalam Proses Persidangan 

Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya : Kajian Sosiolinguistikò. 

Penelitian ini membahas tentang komunikasi yang terjadi di Pengadilan Negeri 
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antara kalangan Aparat hukum di instansi tersebut dan juga dengan pihak-pihak 

yang berperkara. Fokus yang menjadi objek penulis adalah proses persidangan 

hukum pidana yang terjadi.  

Kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu 

proses persidangan yang ada di Instansi Pengadilan terutama komunikasi 

antara hakim dan juga para pihak yang berperkara. Sementara perbedaannya 

adalah di dalam penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mempelajari 

variasi bahasa dan tutur kata. Dan yang menjadi tujuan penelitian yang akan 

ditulis adalah upaya penerapan juru bahasa di dalam instansi Pengadilan. 

Perbedaan yang lain adalah metode penelitiannya yang menggunakan 

deskriptif kualitatif. Sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan 

metode yuridis empiris. 

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum 

dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dengan judul ñKeterbukaan Informasi di Peradilan Dalam Rangka 

Implementasi Intregitas dan Kepastian Hukumò. Jurnal ini membahas tentang 

keterbukaan informasi Lembaga Peradilan bagi masyarakat luas guna 

terciptanya transparansi publik dan menunjang profesionalitas dan 

akuntabilitas lembaga tersebut. Penulis memaparkan bahwa keterbukaan 

informasi Publik di wilayah Lembaga Peradilan berdasarkan beberapa 

Undang-Undang dan regulasi antara lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi. 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan. 

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.15 

Kesamaan yang ada pada jurnal ini adalah mengenai upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Peradilan berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung agar dapat memperoleh kepercayaan 

publik dan meningkatkan integritas lembaga tersebut. Sedangkan perbedaan 

yang jurnal tersebut bahas adalah keterbukaan informasi publik di Lembaga 

Peradilan Mahkamah Agung sebagai wujud pelayanan publik yang baik 

sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan Juru Bahasa di 

Pengadilan Agama sebagai wujud Implementasi Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan. 

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi 

dan Marlina pada Jurnal Ilmiah Metadata tahun 2022 dengan judul ñAnalisis 

Yuridis Kedudukan Pendamping dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel Ditinjau Dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

 
15 Ridwan Mansyur, ñKeterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas 

DAN Kepastian Hukum (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity 

Implementation and Legal Certainty),ò Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 103ï11. 
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dan Korbanò. Jurnal ini membahas tentang Regulasi dasar hukum yang 

berkaitan dengan kedudukan Pendamping dan Penerjemah korban difabel 

tindak pidana perkosaan dalam proses penyidikan. Penulis memaparkan bahwa 

kedudukan pendamping sebagai penerjemah Korban difabel yang sudah 

tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis juga menjelaskan hambatan 

proses penyidikan mengenai sulitnya korban untuk menjelaskan kepada 

penerjemah mengenai kesaksiannya karena korban lebih cenderung terbuka 

kepada kerabat saja.16 

Kesamaan yang ada pada jurnal ini adalah mengenai penggunaan 

penerjemah atau Juru Bahasa sebagai media untuk mengetahui dan memahami 

keterangan dari pihak yang berperkara yang memiliki kendala dalam 

berkomunikasi menggunakan Bahasa yang baik dan benar. Perbedaan jurnal 

ini dan penelitian yang akan diteliti antara lain : 

1) Terdapat pada hukum yang dibahas pada penelitian ini, yaitu hukum 

pidana sedangkan pada penelitian ini membahas tentang hukum 

perdata. 

2) Perbedaan lain adalah penerjemah yang dikaji pada jurnal ini 

berfungsi untuk menjelaskan keterangan pada proses penyidikan 

sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyediaan Juru Bahasa 

yang ada di lingkungan Pengadilan Agama. 

 
16 Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi, and Marlina, ñAnalisis Yuridis Kedudukan Pendamping 

Dan Penerjemah DALAM PROSES Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,ò 

Jurnal Ilmiah Metadata 4, no. 2 (2022): 1997ï2018, https://doi.org/ISSN :2723 -7737. 
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3) Objek yang diteliti pada jurnal tersebut merupakan bahasa Isyarat 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Bahasa Daerah. 

 

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Sundusiyah dan Erie Hariyanto pada 

Jurnal Arena Hukum tahun 2022 dengan judul ñImplementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, 

Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasanò. Jurnal ini 

membahas tentang analisa penerapan sistem informasi yang dimiliki oleh 

Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu E-Court berdasarkan Asas Sederhana, 

Cepat dan Biaya Ringan. Peneliti memaparkan bahwa sistem ini 

mempermudah jalannya para pihak yang mencari keadilan dan sudah sangat 

sesuai dengan asas tersebut. Namun peneliti juga memaparkan kelemahan dari 

sistem ini yaitu belum mencapai seluruh elemen masyarakat dan hanya dapat 

dikuasai oleh beberapa elemen saja. 

Kesamaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti 

adalah terkait dengan pisau analisa yang dipakai, yaitu Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat dan Biaya ringan demi meningkatnya kualitas pelayanan 

yang ada di Lembaga Peradilan Agama. Adapun perbedaan yang mencolok 

adalah bahwa penelitian ini membahas tentang penerapan sistem E-Court di 

Pengadilan Agama Pamekasan, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

membahas tentang implementasi penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan 

Agama Nganjuk.17 

 
17 Sundusiyah Sundusiyah and Erie Hariyanto, ñImplementasi Peraturan Mahkamah Agung 

Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan 
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Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Syprianus Aristeus dari Jurnal 

Penelitian Hukum De Jure tahun 2020 dengan judul ñEksekusi Ideal Perkara 

Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan 

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringanò. Jurnal ini membahas tentang 

asas keadilan pada penerapan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan 

Negeri dan hubungan timbal baliknya agar terwujud asas peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Eksekusi yang dibahas oleh penulis dalam 

jurnal ini tidaklah instan, namun para pihak tergugat sebagian besar masih 

bersikukuh dengan apa yang diklaim sebagai haknya walau Pengadilan sudah 

menjatuhi hukuman kepadanya, yaitu diserahkan kepada pihak yang menang. 

Dalam jurnal ini, penulis memaparkan bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan tidaklah harus rumit dan lebih mengedepankan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan.18 

Kesamaan yang ada pada jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti 

terletak pada korelasi asas yang digunakan, yaitu asas keadilan yang 

dikorelasikan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Kesamaan yang lain yaitu sama-sama membahas terkait hukum perdata. 

Sedangkan perbedaan yang menonjol adalah jurnal ini membahas tentang 

eksekusi dalam hukum perdata di lain sisi, penelitian yang akan diteliti 

 
Agama Pamekasan,ò Arena Hukum 15, no. 3 (2022): 471ï98, 

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2. 
18 Syprianus Aristeus, ñEksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya 

Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,ò Jurnal Penelitian 

Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 379, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.379-390. 
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membahas tentang implementasi penyediaan bantuan Juru Bahasa kepada para 

pihak yang berperkara pada proses peradilan di Pengadilan Agama. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No 

Penulis/ 

Universitas/ 

Tahun/Judul 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Abdul Faqih Jauhari 

Pakro/Institut Agama 

Islam Negeri 

Ponorogo/2021/ 

Analisis Yuridis 

Terhadap Penggunaan 

Bahasa Daerah Sebagai 

Alat Komunikasi 

Dalam Proses 

Persidangan (Studi 

Kasus Di Pengadilan 

Agama Ngawi)ò 

Tema yang 

diangkat adalah 

penggunaan bahasa 

daerah demi 

mempermudah 

proses peradilan 

serta penggunaan 

regulasi yang ada 

sebagai acuan 

penelitian. Selain 

itu menggunakan 

penelitian 

lapangan/empiris 

Perbedaan tujuan 

penelitian yaitu 

penggunaan 

Bahasa Daerah 

untuk mewujudkan 

keadilan, kepastian 

dan kemanfaatan 

hukum sementara 

dalam penelitian 

ini bertujuan 

menerapkan Juru 

Bahasa di Instansi 

Pengadilan. Selain 

itu terdapat 

perbedaan di 

lokasi penelitian 

2. Fadila Hilma 

Mawaddah/Universitas 

Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

/2022 /Implementasi 

Layanan Peradilan 

Bagi Penyandang 

Disabilitas Perspektif 

Teori Efektivitas 

Hukum Soerjono 

Soekanto (Studi di 

Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang 

Tema yang diteliti 

mengenai layanan 

untuk pihak-pihak 

berperkara di 

dalam Instansi 

Pengadilan Agama 

yang tidak mampu 

berkomunikasi 

dengan Bahasa 

Indonesia. 

Penelitian ini 

menggunakan 

perspektif 

Soerjono Soekanto 

dan objek spesifik 

yang diteliti adalah 

penyandang 

disabilitas beserta 

fasilitas penunjang 

yang melayaninya  

3. Hervina Dwi 

Yuniar/Universitas 

Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung 

/2017/Pelaksanaan 

Tema yang 

diangkat adalah 

upaya untuk 

mewujudkan 

penunjukan Juru 

Penelitian ini 

membahas tentang 

hukum pidana 

sedangkan 

penelitian yang 
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Pasal 53 KUHAP 

Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana 

Peredaran Narkotika 

Oleh Warga Negara 

Asing Dalam Proses 

Peradilan Pidana (Studi 

Kasus Di Pengadilan 

Negeri Tangerang) 

Bahasa sebagai hak 

pihak yang 

berperkara dalam 

mencari keadilan 

demi perlakuan 

yang sama di 

hadapan hukum. 

akan diteliti 

membahas hukum 

perdata. Perbedaan 

lain adalah kendala 

yang dihadapi 

berkaitan dengan 

bahasa asing 

sedangkan 

penelitian yang 

akan diteliti 

memiliki kendala 

dalam bentuk 

bahasa daerah. 

Juga terdapat 

perbedaan tempat 

penelitian. 

4. Winda Dwi Astiti 

/Universitas Airlangga 

Surabaya /2020 

/Variasi Bahasa dalam 

Proses Persidangan 

Hukum Pidana di 

Pengadilan Negeri 

Surabaya : Kajian 

Sosiolinguistik 

Objek penelitian 

yaitu bahasa yang 

digunakan dalam 

proses peradilan 

Tema yang 

diangkat dalam 

penelitian ini 

berfokus pada 

kajian 

sosiolinguistik 

sedangkan yang 

akan diteliti adalah 

upaya penerapan 

yang bersifat 

yuridis. Perbedaan 

lain adalah tempat 

penelitian. 

5. Ridwan 

Mansyur/Kepala Biro 

Hukum dan Humas 

Badan Urusan 

Administrasi 

Mahkamah Agung 

Republik 

Indonesia/2015/ 

Keterbukaan Informasi 

di Peradilan Dalam 

Rangka Implementasi 

Intregitas dan 

Kepastian Hukum 

Tema yang 

diangkat yaitu 

standar pelayanan 

yang ada di 

lingkungan 

Lembaga Peradilan 

Mahakamah 

Agung Republik 

Indonesia dan 

penggunaan Surat 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung 

sebagai dasar 

penelitian 

Objek yang diteliti 

pada jurnal 

tersebut adalah 

keterbukaan 

informasi Publik 

sedangkan yang 

akan diteliti adalah 

mengenai 

penggunaan Juru 

Bahasa di 

Pengadilan Agama 

 

6. Dodi Zulkarnain 

Hasibuan, Mukidi, 

Marlina/Jurnal Ilmiah 

Pokok dari 

permasalahan 

menggunakan 

Jurnal tersebut 

membahas tentang 

Hukum Pidana 
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Metadata/2022/Analisis 

Yuridis Kedudukan 

Pendamping dan 

Penerjemah Dalam 

Proses Penyidikan 

Tindak Pidana 

Perkosaan Dengan 

Korban Difabel 

Ditinjau Dari Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 

tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan 

Korban 

Penerjemah atau 

Juru Bahasa 

sebagai jembatan 

komunikasi pihak 

yang kesulitan 

dalam 

menggunakan 

Bahasa yang baik 

dan benar 

sedangkan 

penelitian ini 

membahas tentang 

Hukum Perdata, 

penerjemah 

berfungsi untuk 

memberikan 

keterangan guna 

memudahkan 

proses penyidikan 

sedangkan pada 

penelitian ini, Juru 

Bahasa berfungsi 

menjembatani 

komunikasi antara 

Majelis Hakim dan 

pihak yang 

berperkara, dan 

objek Jurnal ini 

Bahasa Isyarat 

sedangkan dalam 

penelitian ini, 

objeknya adalah 

Bahasa Daerah 

7. Sundusiyah, Erie 

Hariyanto/Jurnal Arena 

Hukum/2022 

/Implementasi 

Peraturan Mahkamah 

Agung Tentang E-

Court Untuk 

Mewujudkan Asas 

Sederhana, Cepat Dan 

Biaya Ringan Di 

Pengadilan Agama 

Pamekasan 

Pisau analisis yang 

digunakan yaitu 

Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat 

dan Biaya Ringan 

Penelitian ini 

membahas tentang 

implementasi 

sistem E-Court di 

Pengadilan Agama 

Pamekasan 

sedangkan 

penelitian yang 

akan diteliti 

membahas tentang 

implementasi 

penyediaan Juru 

Bahasa di 

Pengadilan Agama 

Nganjuk 

8. Syprianus 

Aristeus/Jurnal 

Penelitian Hukum De 

Jure/2020/Eksekusi 

Ideal Perkara Perdata 

Berdasarkan Asas 

Keadilan Korelasinya 

Sama-sama 

membahas tentang 

korelasi antara asas 

keadilan dan asas 

peradilan 

sederhana, cepat 

dan biaya ringan. 

Objek yang 

dibahas pada 

jurnal adalah 

terkait eksekusi 

pada perkara 

perdata Pengadilan 

Negeri sedangkan 
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Dalam Upaya 

Mewujudkan Peradilan 

Sederhana, Cepat dan 

Biaya Ringan 

penelitian yang 

akan diteliti 

memiliki objek 

yaitu penyediaan 

bantuan juru 

bahasa pada pihak 

berperkara di 

Pengadilan 

Agama. 

 

 

 

B. Kerangka Teori 

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan 

Peradilan 

a. Pengertian Surat Keputusan 

Surat secara bahasa adalah tulisan atau sesuatu yang tertulis. 

Dimana dapat dimengerti bahwa surat adalah salah satu alat yang 

digunakan untuk berkomunikasi antara dua pihak guna menyampaikan 

pesan atau informasi yang ditulis. Keputusan secara bahasa adalah 

perihal yang berkaitan dengan putusan. Sedangkan keputusan secara 

istilah adalah aktifitas menentukan suatu strategi atau tindakan guna 

memecahkan suatu masalah.19 

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan 

Peradilan 

 
19 Atika Fadilla Tengku Ayu, ñProsedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil 

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang,ò Universitas Medan Area (2015). 
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Standar Pelayanan Peradilan menurut Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 bab II tentang 

Standar Pelayanan Umum poin Pelayanan Persidangan nomor 4 yang 

berbunyi :  

ñ Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah 

untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa 

Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya 

persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersbut, masyarakat dapat 

mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua 

Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat 

mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.ò20 

 

2. Standar Pelayanan Peradilan 

a. Standar  

Standar menurut Reyers adalah pedoman atau model yang 

pembuatan dan penysusunannya berdasarkan kesepakatan bersama dan 

dapat diterima guna tercapainya tujuan yang ditetapkan. Sedangkan 

menurut Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 Standar adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

 
20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, ñKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Tentang Standar Pelayanan Peradilanò (2012), 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-

Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/. 
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teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan 

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.21 

b. Pelayanan  

Pelayanan adalah suatu aktifitas di luar penjabaran kerja yang dapat 

ditawarkan untuk memberi solusi kepada pihak kedua dalam 

menyelesaikan masalah yang biasanya tidak memiliki wujud dan tidak 

mengakibatkan pihak kedua untuk memilikinya. Pelayanan dapat 

terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, suatu individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan suatu individu. Pelayanan 

dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, antara lain : rasa kasih sayang 

dan cinta, dorongan untuk saling tolong menolong antara manusia, dan 

manusia yakin jika melakukan perbuatan baik kepada manusia lain akan 

mendapat balasan yang baik pula.22 

c. Peradilan 

Peradilan secara bahasa memiliki kata dasar yaitu ñadilò yang 

memiliki arti menyelesaikan secara sama berat dan berpegang pada 

kebenaran.23 Sedangkan pengertian peradilan adalah wewenang suatu 

instansi yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara untuk dan 

atas nama hukum demi menegakkan keadilan dan hukum dalam 

 
21 Abdul Halik Mulyanto Nugroho, ñPenerapan Standar Pelayanan Publik Pada Kelurahan Di 

Wilayah Kota Kediri,ò JHP 17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya 01, no. 02 (2016): 

251ï66. 
22 Mulyanto Nugroho. 
23 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ñHttps://Kbbi.Web.Id/Adil,ò 2016. 
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masyarakat.24 Lembaga Peradilan menurut Undang-Undang Kekuasaan 

kehakiman Republik Indonesia mencakup empat lembaga, yaitu 

lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama.25 

3. Juru Bahasa di lingkungan Peradilan  

Juru bahasa atau interpreter adalah seseorang yang memiliki pekerjaan 

yaitu menerjemahkan perkataan orang secara lisan untuk menjembatani 

pemahaman dengan pihak yang tidak memahami bahasa tertentu. 

Sedangkan Juru bahasa di lingkungan Peradilan berfungsi sebagai salah 

satu layanan yang disediakan oleh pihak Lembaga Peradilan demi 

meningkatnya kualitas pelayanan. Penjelasan definisi Juru Bahasa yang 

diatur dalam pasal 131 HIR yang berbunyi : 

ñ... dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai 

dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh 

ketua dalam bahasa dan kedua belah pihak. Sesudah itu maka 

penggugat dan tergugat didengar kalau perlu dengan memakai seorang 

juru bahasa. Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan 

negeri yang sudah disumpah, harus disumpahkan di hadapan ketua, 

bahwa ia akan menterjemahkan dengan Lulus dan ikhlas apa yang 

harus diterjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain.ò26 

 

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Semua masyarakat Republik Indonesia berhak mendapatkan akses 

yang baik dan mudah untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan isi dari 

 
24 Abdullah Tri Wahyudi, ñKewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa 

Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi,ò Yudisia 7, no. 2 (2016): 285ï304, 

https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156. 
25 Cahyani, ñPeradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.ò 
26 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), 134 
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sila kelima dasar Negara yaitu Pancasila. Mahkamah Agung Republik 

Indonesia selaku Lembaga yang bertanggung jawab perihal tersebut sudah 

seharusnya untuk memfasilitasi kemudahan akses bagi seluruh elemen 

masyarakat. Dengan menjalankan isi dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 

ayat 4 yang menyebutkan ñPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat 

dan biaya ringan.ò dan pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan ñPengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringanò 

Maksud dari asas peradilan yang sederhana dan cepat adalah 

mengenai proses persidangan yang tidak terlalu kaku, memperpanjang dan 

cenderung menyulitkan masyarakat karena formalitas dari hukum acara 

yang berlaku di Lembaga Peradilan. Dengan asas ini, maka Lembaga 

Peradilan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa berperkara di 

Pengadilan tidaklah sulit dan lama sehingga taraf kepercayaan masyarakat 

kepada Lembaga Negara dapat meningkat. Sebaliknnya, jika Pengadilan 

terlalu berbelit dan terpaku pada formalitas regulasi maka akan semakin 

memperpanjang proses peradilan dan tidak hanya memakan waktu yang 

lama, namun juga biaya yang harus dikeluarkan juga meningkat secara 

drastis. Apabila masyarakat menganggap proses peradilan memakan 

banyak biaya, maka masyarakat akan semakin enggan untuk mengajukan 
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perkara dan yang akan terjadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia belum tercapai secara maksimal.27 

5. Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum  

Sebagai negara yang memiliki dasar Negara yaitu Pancasila, sudah 

sewajarnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan 

secara sosial dan harus dilaksanakan dalam penegakannya. Keadilan 

sendiri memiliki tujuan yang melindungi masyarakat. Keadilan memiliki 

arti yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Sebagai 

aparat penegak hukum dengan posisi jabatan yang strategis dalam 

menjalankan hukum, sudah menjadi kewajiban bagi seorang hakim untuk 

mempertimbangkan prinsip keadilan.28  

Asas kepastian hukum didasarkan pada regulasi hukum pada suatu 

wilayah sebagai acuan dari konsep keadilannya. Asas kemanfaaatan 

hukum diukur dari seberapa bahagia orang dalam menjalankan keadilan 

tersebut. Jauh diatas itu semua, asas keadilan hukum tidak hanya terbatas 

pada undang-undang dan regulasi yang berlaku, namun juga berasal dari 

hukum yang tampak di dalam sosial masyarakat (Das Sein).29 Dalam 

penerapan penyediaan Juru Bahasa, terdapat dua asas yag bertentangan, 

yaitu kepastian hukum yang tersurat pada Surat Keputusan Ketua 

 
27 Sundusiyah and Hariyanto, ñImplementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk 

Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.ò 
28 Umar Haris Sanjaya, ñKeadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh 

Anak,ò Yuridika 30, no. 2 (2017): 352, https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653. 
29 Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, ñPenerapan Asas Keadilan, 

Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,ò Gorontalo 

Law Review 3, no. 2 (2020): 168ï87. 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia dan keadilan hukum yang tersirat 

pada efektif atau tidaknya hukum tersebut apabila diterapkan secara 

menyeluruh di lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu satuan sistem yang harus dicantumkan dan 

dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting 

untuk menentukan proses sebuah penelitian mencapai suatu tujuan. Selain itu, 

metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan 

dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk 

mendapatlan kebeneran secara ilmiah. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk yuridis empiris yaitu penelitian hukum 

yang membahas tentang ketentuan hukum berlaku sebagai fakta yang 

dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksud 

adalah bahwa kajian ilmu hukum yang diteliti tidak boleh bergantung 

ataupun dipengaruhi oleh penilaian pribadi peneliti.30 Penelitian hukum 

empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau 

pengalaman yang dianalisis baik secara kualitatif dengan mengetahui 

apakah standar pelayanan peradilan sudah sesuai dengan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung dan dengan meneliti realita yang terjadi di 

Pengadilan Agama Nganjuk terkait penyediaan Juru Bahasa.31  

 
30 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, II (Bandung: Mandar Maju, 2008). 
31 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ñMetodologi Penelitian Hukum 

Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,ò Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu 

Hukum 3, no. 2 (2019): 145ï60, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah.pendekatan 

yuridis sosiologis (Sociological Yurisprudence). Pendekatan ini 

berdasarkan pada ilmu hukum normatif namun tidak mengkaji tentang 

peraturan perundang-undangan, justru pendekatan ini mengamati 

bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika 

norma tersebut bekerja. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti 

memiliki tugas yaitu mengkaji tentang apa yang terlihat dibalik penerapan 

peraturan perundangan.32 Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang 

ketaatan Lembaga Pengadilan Agama Nganjuk terhadap Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Peradilan khususnya 

terkait penyediaan bantuan Juru Bahasa dan peraturan yang terkait lainnya 

dalam mencari jawaban mengapa Lembaga tersebut jarang terlihat 

menyediakan bantuan Juru Bahasa 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 

1A yang terletak di  Jl. Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, 

Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di tempat tersebut 

karena ditemukannya beberapa kasus persidangan menggunakan bahasa 

daerah (Jawa) sebagai bahasa berkomunikasi pada bulan Juli 2022 dan 

belum ditemukan fasilitas penerjemah atau juru bahasa di Instansi 

 
32 Mukti Fajar Nur Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ed. Joko Supriyanto, 

1st ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010). 
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Pengadilan tersebut. 

a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1 

 Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk yang diketahui secara 

pasti adalah sejak tahun 1880 karena pada masa penjajahan 

sebelum itu tidak ada informan valid yang menjelaskan mengenai 

hal tersebut. Menurut informan yang terpercaya, Pengadilan 

Agama Nganjuk sebelum tahun 1880 berada di Kecamatan Berbek 

dan satu atap dengan Kantor Pemerintahan pada kala itu. 

Selanjutnya, setelah tahun 1880, Kantor Pengadilan Agama pindah 

ke Pusat Kota Nganjuk karena perpindahan Kantor Pemerintahan. 

Pada masa tersebut, Kantor tersebut adalah kantor Kepenghuluan 

yang hanya mengurusi seputar Perkawinan dan Talak. Baru pada 

masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor ini disebut 

sebagai Kantor Pengadilan Agama seiring dengan didirikannya 

Departemen Agama Republik Indonesia. Pada masa ini, 

Pengadilan Agama memiliki kantor sederhana yang terletak satu 

komplek dengan Masjid Agung Kota Nganjuk. Kemudian pada 

tahun 1975, pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 terbentuk, Pengadilan Agama Nganjuk diberi tanah 

untuk mendirikan gedung dan kantor yang terletak di Jalan A. Yani 

Nomor 9 Kelurahan Ploso atau lebih tepatnya berseberangan 

dengan Stadion Nganjuk. Perkembangan signifikan Pengadilan 

Agama Nganjuk dimulai setelah Undang-Undang Indonesia 
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Nomor 7 Tahun 1989 diawali dengan mendapatkan hak atas tanah 

milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang beralamatkan Jalan 

Gatot Subroto Desa Ringinanom Kabupaten Nganjuk seperti saat 

ini. Tanah tersebut digunakan untuk melengkapi fasilitas 

Pengadilan Agama Nganjuk berupa pembangunan gedung yang 

selesai dibangun pada tahun 1998. Dan pada tahun 2013, barulah 

Pengadilan Agama Nganjuk medapatkan hak penuh atas tanah dan 

bangunan yang dihibahkan untuk Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

b. Visi dan Misi 

Visi :  

 ñTerwujudnya Peradilan Agama yang Agungò  

Misi :  

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk  

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada 

Pencari Keadilan  

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama 

Nganjuk  

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan 

Agama Nganjuk35 
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c. Struktur Organisasi 

Tabel 3.2 

Struktur Organisasi 

No. Nama Jabatan 

1. Drs. Eko Budiono, S.H., 

M.H. 

Ketua Pengadilan  

2. Eny Rianing Taro, S.Ag., 

M.Sy. 

Wakil Ketua Pengadilan 

3. Dra. Zaenah, S.H., M.H. Hakim 

4. Dra. Hj. Muslihah, M.H. Hakim 

5. Drs. H. M. Iskandar Eko 

Putro, M.H.  

Hakim 

6. Drs. H. Musthofa Zahron Hakim 

7. Zainuri Jali, S.Ag., M.H. Hakim 

8. Samsiatul Rosidah, S.Ag. Hakim 

9. Ugan Gandaila, S.H., M.H. Hakim 

10. Drs. Muhammad Solikhan, 

M.H. 

Panitera 

11. Dyah Puspita Suningrum, 

S.H., M.H. 

Sekretaris 

12. A. Romadhon, S.Ag., M.H. Panitera Muda Permohonan 

13. Setyo Hayuningsih, S.H. Panitera Muda Gugatan 

14. Dian Purnaningrum, S.H., 

M.H. 

Panitera Muda Hukum 

15. Fuad S.HI. Kepala SubBagian 

Kepegawaian dan Ortala 

16. Fathul Mubin S.HI. Kepala Sub Bagian IT dan 

Pelaporan 

17. Dedi Ardabili, S.Ag. Panitera Pengganti 

18. Dra. Binti Anipah, S.H. Panitera Pengganti 

19. Nurul Kamilatin, S.H. Panitera Pengganti 

20. Nur Kerisna Wachidah Jurusita Pengganti 

21. Yurisda Hani, A.Md. Jurusita Pengganti 

22. Anendya Dewi Ratih, 

S.Kom. 

Pranata Komputer 

23. Liske Irvana Devi, A.Md. Pranata Komputer 

24. Irnandya Desta P, S.H. Pranata Komputer 

25. Muhammad Zuhri, S.H. Staff Pengadilan Agama 

Nganjuk 
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26. Nur Fajrina K. D., A.Md, 

A.B. 

Staff Pengadilan Agama 

Nganjuk 

27. Ekki Putri Aprilianti, A.Md Staff Pengadilan  

   

4. Metode Penentuan Subyek 

Metode penentuan subyek adalah metode yang digunakan untuk 

menentukan subyek dari sebagian populasi untuk menentukan valid atau 

tidaknya sebuah penelitian. Apabila sampel yang diambil kurang tepat 

akan sangat berpengaruh pada Tindakan dan kesimpulan yang terkait 

dengan penelitian. Sampel bisa dikatakan tepat jika mewakili representasi 

dari populasi dengan memperhatikan faktor derajat keseragaman populasi, 

presisi atau tidaknya sampel, rencana Analisa serta tenaga, biaya dan 

waktu yang dibutuhkan. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan dan tujuan tertentu dengan orang-orang yang telah 

ditentukan.33   

Orang yang telah dipilih dalam penelitian ini adalah Hakim dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk karena dianggap mewakili 

populasi di Lembaga Pengadilan Agama. 

 

 

 

 
33 M.H. Dr. Bachtiar, S.H., Metode Penelitian Hukum, ed. Ubaid Al Faruq Aeng Muhidin, Ali 

Madinsyah, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019). 
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5. Jenis dan  Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. 

Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik 

melalui pengamatan dan wawancara.34 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data 

primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data 

primer.35 Diantaranya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012  serta Undang-Undang dan 

buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.  

c. Sumber data tersier 

Adalah sumber data yang menjelaskan secara lebih mengenai 

sumber data primer dan sekunder menggunakan kamus hukum dan 

ensiklopedia36 

6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis disini menggunakan berbagai macam metode pengumupulan 

data yang relevan apa yang diperlukan peneliti, bertujuan untuk mencapai 

 
34 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta Sinar Grafika, 2008, 16. 
35 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta,2012, 67. 
36 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 30 
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hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan seharian manusia 

dengan menggunakan panca indera lainnya seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengetahui kondisi dan fakta yang dialami informan. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa belum tersedianya Juru Bahasa 

yang menjembatani komunikasi yang terjadi antara Hakim dengan 

pihak-pihak yang berperkara ketika proses peradilan sedang 

berlangsung sehingga menghambat proses peradilan. Fakta yang 

terjadi adalah bahwa adanya kendala yang dialami oleh pihak atau 

saksi tersebut yang tidak dapat berbicara menggunakan Bahasa 

Indonesia dan hanya dapat menggunakan Bahasa Daerah (Bahasa 

Jawa). Dalam proses persidangan tersebut, Hakim tadi dibantu oleh 

hakim anggota lain dalam berkomunikasi dengan pihak tersebut 

agar mengetahui perkara yang sedang diproses. Dan dalam 

komunikasi ini, Hakim yang bukan berasal dari etnis Jawa tadi 

merupakan Ketua Majelis sidang dan sama sekali tidak memahami 

apa yang dikatakan oleh pihak yang berperkara yang berperkara.37 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

 
37 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung dan membahas mengenai 

informasi- informasi atau keterangan-keterangan.38 Wawancara 

yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, 

yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang 

akan ditanyakan. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim 

terkait kendala bahasa yang tidak dipahami dalam melaksanakan 

proses persidangan di Pengadilan Agama. Peneliti ini 

menggunakan wawancara yang bersifat terstuktur dan terbuka, 

dimena peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan 

wawancara tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan 

merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati. Lalu 

peneliti akan mencatat dan merekam melalui media telepon 

seluler seluruh jawaban dari narasumber. 

 

Berikut adalah beberapa narasumber yang ada dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3.3 

Informan Wawancara 

 
38 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 83. 
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No. Nama Jabatan 

1.  Eny Rianing Taro, S.H., M.Sy. Wakil Ketua 

2.  Ugan Gandaika S.H, M.H Hakim  

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan melakukan pengumpulan data-

data yang diperlukan seputar objek penelitian dari lokasinya dan 

mencari sumber rujukan yang sesuai dengan apa yang diteliti. 

Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti antara lain Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Pasal 

131 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) dan dokumentasi berupa 

foto bersama informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. 

7. Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga 

data yang didapat akan dianalisis dengan metode deskriftif analisis, yaitu 

menggambarkan secara sistematis dan akurat terkait bidang tertentu. 

Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang digunakan penulis, 

yakni :  

a. Pemeriksaan data 

Pemeriksaan data atau editing adalah tahap dimana peneliti 

melakukan pemeriksaan ulang data primer dan data sekunder yang 
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dikumpulkan kemudian disesuaikan dengan tema yang diangkat 

dalam penelitian. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap guna 

memperoleh data yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan topik yang 

dibahas. 

b. Klasifikasi 

Setelah memperiksa data secara lengkap, data dikelompokkan 

berdasarkan informasi topik yang akan dibahas. Data yang sudah 

ada dikelompokkan guna menghindari kerancuan topik yang akan 

dibahas dan memudahkan dalam menyimpulkan informasi.  

c. Verifikasi 

Verifikasi atau verifying adalah proses memeriksa data dan 

informasi yang telah dikumpulkan agar data yang dikumpulkan 

valid, diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam tahap 

ini, peneliti melakukan pencocokan data yang diperoleh agar 

informasi yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai dengan 

dokumen yang ada mengenai penerapan Penerjemah atau Juru 

Bahasa dalam proses persidangan. 

d. Analisa 

Analisa dilakukan sesudah melalui tahap pengolahan data. 

Setelah data berhasil diolah, peneliti akan menganalisa dan 

menafsirkan data tersebut sehingga data tersebut dapat dipahami 

sebagai sebuah informasi. Analisa data dilakukan dengan 

mengembangkan hasil data dari aturan yang relevan dengan 
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penerapan Juru Bahasa di Pengadilan. 

e. Pembuatan kesimpulan.  

Langkah yang terakhir dalam proses pengolahan data adalah 

pembuatan kesimpulan. Langkah ini mengandung jawaban 

rumusan masalah yaitu mengenai Implementasi Penyediaan Juru 

Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1A) 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK 

BERPERKARA 

 

A. Paparan Data 

1. Kedudukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam Hukum 

Acara Lembaga Peradilan di Indonesia 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung berlaku sebagai kebijakan 

atau beleidsregel dan bukan merupakan aturan yang mengikat seperti 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan ini berguna 

untuk  mengisi kekosongan hukum acara yang belum disebutkan di dalam 

undang-undang. Namun semua lembaga Peradilan harus mentaatinya 

dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan 

realita di lapangan. 

 Selaras dengan itu, Ugan Gandaika selaku Hakim tingkat pertama 

Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat : 

ñSaya kira SK KMA ini kan adalah Surat Keputusan ya dia kan 

seperti beschiking juga kan yang melakukan kan KMA untuk kepada 

Peradilan yang ada dibawahnya semua. Saya kira semua harus 

mentaati itu (SK KMA) itu, namun bentuk pentaatannya ya satu, 

dengan penerapannya bahwa itu dimasukkan ke dalam SK SOP. 

Minimal ia masuk ke dalam SOP kinerjanya (Pengadilan Agama). 

SOP itulah nanti yang akan menjadi pedoman kerja dan KMA tadi 

dijadikan landasan untuk dibuat SOP baik itu di ZI (Zona Integritas) 

maupun APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) bahwa mutunya di setiap 

Lembaga itu sama. APM itu mirip dengan ISO (International 

Standardization Organization) jadi semua yang kita kerjakan itu 

harus sesuai dengan SOP. SK KMA itu landasan untuk membuat SOP-

nya.ò39 

 

 
39 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung tersebut adalah pedoman untuk membentuk Standar 

Operasional Prosedur yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Peradilan. 

Keputusan ini haruslah ditaati oleh semua lembaga Peradilan di bawah 

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan utama dari 

dibentuknya SOP ini adalah persamaan dalam mutu dan kualitas dari 

lembaga-lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik 

Indonesia.  

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur, Pengadilan Agama 

Nganjuk telah mengunggah tentang hak-hak Para Pihak Berperkara di 

dalam situs resminya. Salah satu hak yang didapatkan adalah berhak 

mendapatkan bantuan Juru bahasa atau Penerjemah jika tidak paham Bahasa 

Indonesia. Terkait dengan permohonan bantuan Juru Bahasa dapat diajukan 

saat pendaftaran perkara di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam 

hal ini, Ugan Gandaika menyatakan: 

ñPTSP memiliki wewenang untuk melaporkan kepada pimpinan 

terkait apa saja yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berperkara 

terkait bantuan khusus atau bahkan penyediaan Juru Bahasa dalam 

proses persidangan yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. 

Pelayanan pertama yang disediakan oleh Pengadilan Agama ada di 

PTSP.ò 

ñKalo yang ada itu di SOP-nya, kita by case dengan siapa. Kalau 

disediakan itu sudah ada SOP kita. Namun Kalau Itu membutuhkan 

baru itu tadi, PTSP-nya melaporkan ke Panitera dan kalau ada 

kesulitan membuat gugatan atau permohonan kesulitan kita sediakan 

ahli Bahasa juga disitu. Namun selama ini kan belum ada case yang 

seperti itu. Jadi kalau memang ada ya kita ada SOP-nya.ò40 

 
40 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional 

Prosedur terkait penyediaan bantuan Juru Bahasa akan dilaksanakan jika 

ada permohonan yang diajukan. Hal ini kasuistis, mengingat tidak semua 

yang terkendala Bahasa akan mengajukan bantuan Juru Bahasa. Dan apabila 

tidak ada permohonan, maka Pengadilan tidak wajib untuk menyediakan 

bantuan tersebut. Terkait dengan teknis yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Nganjuk, pemohon memberikan permohonan di PTSP kemudian 

permohonan tersebut diteruskan kepada Panitera.  

Bahkan beliau juga mengakui apabila ada kesulitan dalam membuat 

permohonan atau gugatan, pihak Pengadilan menyatakan siap untuk 

menyediakan bantuan Penerjemah untuk membantu para pihak yang 

mencari keadilan. 

Berkaitan dengan publikasi terkait dengan bantuan penyediaan Juru 

Bahasa, beliau mengungkapkan bahwa belum ada publikasi terkait hal 

tersebut. Dan ketika ada kasus penggunaan Bahasa Asing karena pihak 

berperkara adalah Warga Negara Asing, Pengadilan Agama Nganjuk 

mencarikan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Hal tersebut 

diungkapkan sebagai berikut : 

ñ....Cuma ya kalo mungkin hanya publikasi ya selama ini belum 

ada. Cuman kemarin ada yang china itu kita carikan solusi.ò41 

 

 

 
41 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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2. Ketersediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk 

Dalam melayani masyarakat, Pengadilan Agama Nganjuk siap untuk 

menyediakan bantuan Juru Bahasa. Hal ini ditandai dengan adanya nota 

kesepahaman dengan pihak ketiga atau Memorandum of Understanding 

(MoU). Pihak ketiga yang dimaksud saat ini adalah Sekolah Luar Biasa Kota 

Nganjuk terkait Bahasa Isyarat dan juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terkait dengan penerjemahan Aksara Jawa. Hal ini 

disampaikan oleh Ugan Gandaika : 

 ñSudah ada kerjasama MoU dengan Sekolah Luar Biasa 

Kota Nganjuk terkait dengan Juru Bahasa yang membantu 

menjembatani Hakim dengan pihak yang menderita difabilitas dan 

sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan terkait dengan penerjemahan Aksara Jawa.ò 

 

Awal mula adanya kerjasama kesepahaman ini berawal dari kasus 

pihak berperkara yang keduanya merupakan tunarungu dan tunawicara pada 

tahun 2022. Dan dari para Majelis hakim tidak ada satupun yang dapat 

memahami apa yang dikemukakan oleh para pihak. Eny Rianing 

mengemukakan : 

ñ.......Kebetulan kemarin ada perkara yang saya tangani juga 

itu ada satu perkara tapi itu perkara prodeo dan kebetulan pihaknya 

itu disabilitas. Jadi itu tunawicara sama tunarungu. Nah terkait 

dengan kasus itu, sebenarnya dari pihak Pengadilan Agama ini sudah 

ada MoU kalau terkait dengan disabilitas ya. MoU-nya ini dengan 

SLB kota Nganjuk. Jadi intinya, apabila ada pihak berperkara yang 

disabilitas seperti itu yang perlu penerjemahan (Juru Bahasa) -

terutama yang tunawicara ya- karena disabilitas selain tunawicara 

kan masih bisa bicara yaééò42 

 

 
42 Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Namun Juru Bahasa yang dimaksud tidak menetap di Kantor 

Pengadilan Agama Nganjuk seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan 

membutuhkan panjar biaya ekstra untuk mendatangkannya. Namun di 

beberapa kasus, perkara Juru Bahasa disabilitas ini juga bisa untuk 

mengajukan perkara Prodeo (Bebas biaya bagi masyarakat kurang mampu).  

Beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk hanya 

bekerjasama dengan pihak SLB terkait dengan tunarungu dan tunawicara 

saja, terkait dengan disabilitas yang lain, tidak perlu adanya bantuan karena 

dianggap dapat berbicara dan mendengar dengan baik dan benar. 

Lebih lengkap Eny Rianing mengungkapkan : 

ñééCuma gini mas, terkait dengan disabilitas, di dalam MoU 

itu, mendatangkan orang (Juru Bahasa) kesini itu kan perlu biaya. 

MoU-nya memang didalamnya itu, biayanya itu yang menanggung 

bukan Pengadilan, nah ini juga termasuk di biaya perkara tapi tetap 

ada transparansi. Kemarin dari pihak SLB itu menetapkan biaya 

mulai dari pendaftaran -jadi bukan hanya didalam persidangan 

saja- dari membuat gugatan sampai perkara selesai (akta di tangan 

para pihak) kemarin ditetapkan biaya dari pihak SLB itu tujuh ratus 

ribu. Mau berapapun lama itu sidangnya, biayanya segitu. Kan 

sekiranya tidak memberatkan para pihak. Namun kalau ada pihak 

disabilitas dan perkaranya itu prodeo, dalam MoU kita,SLB 

memberikan keringanan bagi pihak tidak mampu tersebut akan 

dibebaskan biaya terkait Juru Bahasa dengan menunjukkan 

persyaratan yang sudah ditentukané..ò43 

 

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini memiliki rentangan biaya 

yang pasti dalam menangani kasus dari pendaftaran sampai kasus tersebut 

benar-benar selesai, yaitu senilai tujuh ratus ribu rupiah. Beliau menyatakan 

bahwa biaya ini tidak memberatkan bagi pihak Pengadilan Agama Nganjuk 

 
43 Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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maupun pihak SLB. Terkait dengan perkara prodeo, dapat dilakukan apabila 

pihak berperkara sudah menunjukkan semua persyaratan yang sudah 

ditentukan. 

Adapun bantuan Juru Bahasa Daerah tidak ditemukan di Pengadilan 

Agama Nganjuk. Namun walaupun begitu, Pihak Pengadilan sudah 

menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi apa yang dituliskan di dalam 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Karena 

menurut beberapa Hakim, tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk 

menanggung dalam menyediakan bantuan Juru Bahasa atau Penerjemah. 

Idealnya, bantuan Penyediaan Juru Bahasa yang dimaksud adalah Juru 

Bahasa atau Penerjemah tersumpah. 

Dalam hal ini Ugan menguatkan : 

ñSeharusnya penerjemah tersumpah, tapi ini kan nggak. Kalau 

dengan Penerjemah (Juru Bahasa) tersumpah nanti kan dia harus 

membayar tadi itu. Kita kan bukan elementer, kita hanya 

menyediakan aja, tinggal mereka kalau mau pake ya silahkan pake 

karena itu kan kebutuhan mau nggak mau ya harus disiapkan. Jadi, 

kita hanya menyediakan tapi kan kalau itu tadi dia penambahan. 

Dan kita sudah memenuhi SK KMA itu. Untuk memenuhi itu kan 

terkait dengan biaya dibebankan kepada para pihak bukan kepada 

Pengadilan. Karena pengadilan ndak ada (angggaran) kecuali kita 

diberi anggaran untuk itu ya kita bisa lah (menyediakan dan 

menanggung) tapi yang selama ini, belum ada saya lihat.ò44 

  

Alasan lain terkait mengapa belum ada bantuan Juru Bahasa khususnya 

Bahasa Daerah adalah para hakim tidak merasa terkendala dengan 

ketidakmampuan salah satu Hakim dalam memahami Bahasa Daerah 

 
44 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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setempat. Karena dalam satu Majelis ada Hakim lain yang menguasai 

Bahasa Daerah setempat. Alasan tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa 

para hakim pasti diyakini memahami Bahasa Ibu dari daerah asal mereka. 

Dan karena di Pengadilan Agama Nganjuk didominasi oleh hakim yang 

berasal dari Jawa, maka Bahasa Jawa bukanlah kendala yang berarti. 

Dalam hal ini Ugan berpendapat : 

ñAdapun kemungkinannya kecil sekali, karena hampir semua 

hakimnya mahir dalam berbahasa (jawa) karena memang Bahasa Ibu 

kita kan ya Bahasa Jawa ya. Kecuali kalau misalnya seperti di 

Sulawesi, atau di Papua itu mungkin pakai seperti itu (Juru Bahasa) 

tapi jarang juga.ò45 

 

3. Urgensi Penyediaan Juru Bahasa Di Pengadilan 

Dengan beberapa penjelasan mengenai implementasi penyediaan Juru 

Bahasa di lingkungan Pengadilan Agama, informan memaparkan tentang 

urgensi penyediaan Juru Bahasa di lingkungan Pengadilan Agama. Berikut 

penjelasan dari Ugan Gandaika : 

ñKalau kita menukil isu tertentu seperti tadi, orang yang 

memang buta huruf, belum lulus sekolah saya rasa itu tetap perlu 

kalau memang case-nya ada ya tapi kan itu kecil kemungkinannya 

tapi kan kita sifatnya pelayanan. Pelayanan kan hanya menyiapkan 

aja, jadi kalau misalkan ada (kasus) maka kita siapkan. Itu hanya 

komplementer dan tidak masuk dalam hukum acara. Itu hanya 

bentuk pelayanan kita dan dikuatkan dengan SK KMA sehingga 

sudah ada solusinya (standar pelayanan). Jadi kalau ada orang 

kesusahan dalam bahasa apapun termasuk Bahasa Asing dan 

menyulitkan dalam berkomunikasi, kita adakan SOP nya, dia mau 

apa maka wajib mengambil dari pihak luar.ò 

 

Menurut Ugan Gandaika, kasus yang melibatkan para pihak yang 

masih belum mengenyam pendidikan yang layak memang terkadang  

 
45 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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bantuan Juru Bahasa diperlukan. Namun pada kenyataannya, penyediaan 

Juru Bahasa bukan termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun 

pelayanan dari Peradilan tersebutlah yang menjadi acuan. Pelayanan yang 

baik pulalah yang siap untuk menjawab berbagai permasalahan di luar 

Hukum Acara yang berlaku. Dengan dikuatkan Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Nganjuk sudah melaksanakan 

prosedur yang baik untuk siap menyediakan Juru Bahasa.   

ñPihak luar (Juru Bahasa) bagaimana? Tentu nanti ada biaya 

kan, maka ndak mungkin orang itu (menarik biaya) kecuali kita MoU 

nya itu free, tapi kan ndak semua itu free karena Bahasa asing kan itu 

keahlian tertentu kalau free ya ndak masalah tapi kalau ndak free ini 

yang kita pertimbangkan. Pengadilan ini kan asas nya GEN-Aksi 

(Gebyar Pendidikan Anti Korupsi) maka itu ndak bisa (menarik 

biaya) dan harus dari luar itu (Juru Bahasa). Saya rasa itu tetap perlu 

Cuma ini kan tentatif, kalau memang itu (kasus) ada, ya baru kita 

gunakan (Juru Bahasa). Contoh juga tadi seperti pembuktian tadi ya, 

itu harus yakin Hakimnya, karena siapa tau bahasanya itu ada lain 

artinya itu harus betul-betul paham dia (Hakim). Aturan terkait Juru 

Bahasa tersebut ada, nanti kalau memang ada case-nya, ya kita 

gunakan (Juru Bahasa) dan kalau ndak ada ya ndak papa. Tapi 

kebanyakan sih enggakò46 

 

Adapun permasalahan lain adalah kecil kemungkinan bagi pihak luar 

yaitu Juru Bahasa untuk menyediakan layanan bantuan secara Cuma-Cuma. 

Menurut Ugan, hal ini dikarenakan juru Bahasa adalah keahlian khusus yang 

tidak bisa dianggap murah. Beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan 

tidak bisa menarik biaya kecuali ada pihak dari luar yang menariknya, ini 

dikarenakan adanya asas anti korupsi. 

 
46 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Selain itu yang menjadi faktor jarang ditemuinya kasus menggunakan 

bantuan Juru Bahasa Daerah adalah bahwa para Hakim di Pengadilan 

Agama Nganjuk mengatasi sendiri problematika ini demi terwujudnya asas 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan menurut Ugan, 

dalam hal ini hakim harus yakin dengan apa yang dimaksud oleh para pihak 

dalam menyampaikan pendapat mereka.  

Sedangkan itu, Eny Rianing menjelaskan : 

ñYa itu kan tergantung juga kan ya. Tapi kan kasusnya kayak 

gini kan jarang sekali terjadi. Karena sudah ada yang menghandle 

di Majelis Hakim ini tadi, jadi dalam satu Majelis, pasti ada orang 

lokal yang sudah paham dengan Bahasa itu tadi. Justru yang 

nggak paham sama sekali itu terkait dengan Disabilitas itu tadi, 

Hakim kan nggak bisa Bahasa Isyarat. Kalo terkendala Bahasa 

Lokal itu masih ada ópenyelamatônya itu. Kalau andaikan ya ada 

majelis yang ketiga-tiganya ndak paham sama sekali dengan 

Bahasa Lokal itu, tap ikan PP (Panitera Pengganti) ini kan nggak 

pernah pindah kemana-mana. Karena kaitannya dengan biaya 

mas, kita kan nggak bisa membebani para pihak dengan biaya 

yang mahal. Karena begitu mendatangkan Juru Bahasa, 

penerjemah Bahasa, otomatis kan kaitannya dengan biaya. Kalau 

hanya Bahasa-bahasa Daerah itu ya ndak mungkin lah 

mendatangkan (Juru Bahasa). Biasanya yang mendatangkan itu ya 

Juru Bahasa luar Negeri (Bahasa Asing). Kalau misalnya saya 

ditugaskan di Madura, kan ada hakim lama, kan dia sudah lebih 

paham duluan. Kan 3 Majelis ini kan belum tentu baru semua, 

mesti kan sudah ada yang lama disitu. Nanti hakim yang lama itu 

yang menerjemahkan. Penyesuaian itu ndak lama mas. Selama ini 

saya belum pernah terkendala dengan Bahasa.ò 

 

Senada juga dengan Ugan, Eny menjelaskan bahwa penggunaan 

Bahasa Daerah di dalam proses persidangan bukanlah masalah yang berarti 

karena hakim yang terkendala Bahasa Daerah sangat jarang sekali terjadi 

karena dibantu oleh hakim yang lain. Jadi perlunya implementasi Juru 

Bahasa itu bersifat tentatif tergantung dari ada atau tidaknya permohonan 
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dan kesanggupan dalam membayar bantuan Juru Bahasa tersebut. Akan 

menjadi cerita berbeda apabila masalah yang dihadapi adalah penggunaan 

Bahasa Isyarat, Hakim sama sekali tidak dapat memahami Bahasa tersebut 

dan mengadakan kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa agar melayani 

sesuai dengan prosedur. 

Pendapat Ugan yang lain adalah bahwa jika sudah ada salah satu 

majelis yang sudah memahami Bahasa setempat, maka tidak perlu adanya 

bantuan Juru Bahasa, namun jika benar-benar tidak ada yang memahami, 

maka perlu adanya bantuan tersebut. 

ñSaya rasa kalau memang minimal ya, salah satu dari Majelis 

yang ada disitu mengerti Bahasa Daerah ya saya kira tidak perlu. 

Jadi contoh kasus ya, itu baru digunakan di kita itu kan pake 

Hanacaraka (Aksara Jawa) tapi kalau di Sulawesi itu pakai huruf 

sana dan menuliskan surat wasiat dan itu harus memakai 

penerjemah tersumpah kalau menggunakan surat kaya gitu (Kasus 

wasiat menggunakan Bahasa Daerah). Jadi kalau itu ya harus 

diarahkan ke Kemendikbud yang tersumpah tapi kalau kendala 

persidangan, saya kira tetap salah satu majelisnya pasti bisa 

(Bahasa Daerah setempat) kalau ndak ya minimal PP nya lah 

(Panitera Pengganti) dan kalau PP nya ndak ya berarti itu butuh 

(Juru Bahasa). Dan itupun kalau pihak-pihak dan saksi-saksi 

bener-bener ndak bisa berbahasa Indonesia tapi kalau kita lancar 

(berkomunikasi) saya kira Juru Bahasa ini masih minimlah 

perannya ketika harus/wajib pakai itu (Juru Bahasa).ò47 

 

4. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Nganjuk Dalam 

Menyediakan Juru Bahasa 

Pendapat yang dikemukakan oleh Eny Rianing selaku Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Nganjuk, yang menyatakan : 

 
47 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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ñSebenarnya kita itu siap, namun kan namanya permintaan 

Juru Bahasa itu kan harus ada permohonan ke PTSP secara 

tertulis, otomatis namanya permohonan itu sama kasusnya dengan 

yang disabilitas tadi, yaitu sama-sama membutuhkan biaya juga. 

Nah, apakah pihaknya ini mampu untuk membayar ini (Juru 

Bahasa) ini juga. Juga melihat ini Juru Bahasa apa yang 

didatangkan, maka dilihat dari permohonannya dulu kan. Kalau 

ternyata dari Bahasa Inggris misalkan, kan ada aja dari staf 

Pengadilan atau Hakim yang menguasai bahasa tersebut. 

Kaitannya dengan mendatangkan Juru Bahasa, otomatis ada biaya 

untuk mendatangkan itu. Nah, ini harus dibebankan kepada siapa. 

Intinya kalau Pengadilan itu sendiri siap mas dalam melayani apa 

yang terbaik untuk masyarakat untuk mencari keadilan. Kalau 

mereka memerlukan, kita tetep memberikan yang terbaik. Kalau 

ada permohonan Juru Bahasa seperti itu, otomatis kita ya 

mencarinya, pasti akan kita koordinasikan. Intinya Pengadilan 

akan selalu siap apabila ada permohonan seperti ini.ò48 

 

Dapat disimpulkan bahwa bentuk ketaatan Lembaga Pengadilan 

Agama Nganjuk terkait dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 026/KMA/SK/II/2012 bagian pelayanan persidangan nomor 4 yaitu 

dengan menunggu adanya permohonan dari kasus yang ada, apabila dalam 

kasus tersebut membutuhkan bantuan Juru Bahasa dari luar Pengadilan 

Agama Nganjuk, Pengadilan siap untuk menyediakan. Namun berkaitan 

dengan masalah biaya, kebanyakan dari kendala Bahasa langsung ditangani 

oleh Hakim dan staf yang menguasai Bahasa yang digunakan oleh para 

pihak yang berperkara. 

Dalam hal ini Ugan Gandaika juga menguatkan : 

ñUntuk memenuhi itu kan terkait dengan biaya dibebankan 

kepada para pihak bukan kepada Pengadilan. Karena pengadilan 

ndak ada (angggaran) kecuali kita diberi anggaran untuk itu ya kita 

bisa lah (menyediakan dan menanggung) tapi yang selama ini, belum 

ada saya lihat.ò49 

 
48 Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
49 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Adapun kemungkinan yang menyebabkan tidak adanya Bantuan Juru 

Bahasa Daerah yang terlihat di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1 A 

adalah faktor biaya. Dan apabila ada anggaran untuk penyediaan Juru 

Bahasa Daerah, maka yang ditakutkan adalah penyerapan anggaran karena 

Penyediaan Bantuan Juru Bahasa ini adalah perkara tentatif dan tidak dapat 

ditentukan secara pasti. 

B. Analisis Kendala Penyediaan Juru Bahasa terhadap Asas Peradilan 

Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan 

1. Analisis Upaya Pemerataan dan Pembentukan Aturan Yang Mengikat 

Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pada nyatanya, penyediaan bantuan Juru Bahasa di lingkungan 

Peradilan tidak hanya dibutuhkan oleh lingkungan Peradilan Agama saja, 

namun juga 3 lingkungan Peradilan yang lainnya terutama dalam kasus 

pidana. Dalam kasus pidana tidak sedikit dari terdakwa yang kurang 

memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar entah itu dari faktor 

kewarganegaraan, kurangnya taraf pendidikan yang didapat masyarakat 

atau bahkan kekurangan secara fisik maupun mental yang diidap. Perlunya 

suatu aturan yang mengikat secara internal di lingkungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia terkait Penyediaan Juru Bahasa haruslah dibentuk 

dengan realita yang ada di lapangan seiring dengan ketertinggalan hukum 

dan Undang-Undang dibandingkan dengan kejadian yang muncul di 

masyarakat. Faktor pelayanan publik menjadi topik utama dalam 

mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.  
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Karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung Republik 

Indonesia memiliki hak untuk membentuk peraturan yang mengikat 

terhadap lembaga-lembaga yang ada dibawahnya, seyogyanya, aturan 

tersebut adalah sebagai PERMA dan bukan sekedar SK KMA agar lebih 

mengikat dan lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat daripada 

hanya menjadi Standar Operasional Prosedur yang digunakan secara 

tentatif. 

Namun, hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana dan 

cepat  yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pasalnya, 

aturan yang terlalu mengikat atau terlalu formal akan memperpanjang 

proses persidangan dan akan menyulitkan semua pihak baik itu Petugas 

Pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Dengan panjang dan 

sulitnya proses akibat formalnya regulasi tadi, maka semakin besar pula 

biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat.50 

Hal inilah yang memungkinkan penerapan penyediaan bantuan juru 

Bahasa di lembaga Pengadilan tidak dapat dimasukkan ke dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena adanya kemungkinan sifat 

mengikat dalam peraturan yang mempengaruhi asas peradilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan. 

 
50 Sundusiyah and Hariyanto, ñImplementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk 

Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.ò 
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2. Analisis Efektivitas Proses Persidangan Yang Terjadi Apabila Majelis 

Hakim Tidak Memahami Bahasa Yang Dituturkan Para Pihak 

Berperkara 

Idealnya, penyediaan bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama 

Nganjuk tidak hanya sebatas nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah 

Luar Biasa terkait Bahasa Isyarat saja, namun seharusnya juga mengadakan 

kerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang lain ataupun dengan 

Perguruan Tinggi yang berkompeten dalam Bahasa Daerah maupun Bahasa 

Asing yang lain. Hal ini didasarkan fakta yang terjadi di masyarakat 

Kabupaten Nganjuk yang tidak hanya bekerja di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia saja. Banyak dari mereka merantau ke Negara lain 

sebagai tenaga kerja Indonesia. Hal ini sangat berpotensi untuk 

memunculkan kasus-kasus baru yang membutuhkan bantuan Penerjemah 

secara kepenulisan ataupun Juru Bahasa secara lisan. Karena apabila pihak 

Pengadilan tidak menyediakan dari dini, ini akan membuat semakin lama 

proses persidangan yang terhambat karena faktor Bahasa. 

Upaya proses peradilan yang sederhana dan cepat berupa bantuan dari 

petugas Pengadilan lain yang memahami Bahasa daerah ataupun Bahasa 

Asing tersebut akan berpotensi untuk mengganggu kinerja dan Standar 

Operasional Prosedur yang ditetapkan di masing-masing sektor karena 

setiap Pegawai sudah memiliki Job Description pada pekerjaannya. 

Sementara yang berkuasa penuh di dalam proses persidangan adalah Majelis 

Hakim itu sendiri. 
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Dengan adanya bantuan Juru Bahasa dari pihak luar, semua 

permasalahan diatas akan terjawab tanpa memandang alasan eksistensi 

kasus yang terkendala Bahasa jarang ditemukan.  

3. Analisis Terkait Biaya Yang Ditanggung Oleh Pihak Berperkara Bila 

Ingin Mendatangkan Bantuan Juru Bahasa 

Adapun problematika lain seperti membengkaknya panjar biaya, dapat 

dimasukkan pula kerjasama seperti dengan Sekolah Luar Biasa tadi yang 

membebaskan biaya bagi pihak yang melakukan proses peradilan secara 

prodeo. Bukan tidak mungkin bagi instansi Pengadilan Agama untuk 

mewujudkan kerjasama dengan pihak lain seperti Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan di wilayah tersebut, Perguruan Tinggi maupun Lembaga 

Bahasa Asing Swasta terkait dengan masalah biaya. Ini semua harus 

dilakukan demi meningkatkan Kualitas Pelayanan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

Hal ini dapat dikomparasikan dengan anggaran fasilitas bagi 

penyandang disabilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. 

Penyandang disabilitas jarang ditemui berperkara secara mandiri dan 

biasanya akan ditemani sanak saudaranya dan kalaupun benar-benar sendiri, 

satuan pengamanan instansi akan dengan mudah menemukan dan 

membantunya dalam berperkara. Komparasi lain yang krusial adalah bahwa 

keduanya sangat memungkinkan untuk diwujudkan di masa yang akan 

datang demi terwujudnya mutu pelayanan yang baik oleh semua lembaga 

peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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4. Penyediaan Juru Bahasa Dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan 

Biaya Ringan Dalam Korelasinya Agar Mewujudkan Keadilan Hukum 

Di samping upaya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang 

diinstruksikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilaksanakan 

oleh Lembaga Peradilan yang ada dibawahnya, ada suatu kewajiban 

meletakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di dalam peradilan 

itu sendiri, karena tujuan utama dari perkara yang diajukan untuk diadili di 

Pengadilan adalah keadilan itu sendiri. Sedangkan faktor efisiensi proses 

peradilan itu sendiri adalah penunjang dari keadilan tersebut. Artinya 

keadilan lebih diutamakan daripada efisiensi itu sendiri.51 

Secara Das Sollen, dengan adanya Juru Bahasa di Pengadilan Agama, 

potensi keadilan yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara akan 

semakin meningkat. Secara yuridis, Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dan juga Pasal 131 Het Herzine Inlandsch 

Reglement (HIR) sudah mewajibkan dan menjelaskan terkait teknis dan 

implementasi penyediaan Juru Bahasa ini. Secara sosiologis, dengan 

kemudahan akses transportasi dan telekomunikasi yang berpengaruh pada 

struktur kehidupan masyarakat baik secara adat, budaya, dan bahasa yang 

digunakan, sudah sewajarnya hak yang didapat oleh para pihak yang 

berperkara adalah keadilan merata bagi semua pihak, yaitu kemudahan 

 
51 Sutrisno, Fenty, and Tijow, ñPenerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan 

Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.ò 
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akses dalam berkomunikasi terutama dalam proses hukum yang dijalani di 

Lembaga Pengadilan Agama. 

Namun secara Das Sein, fakta yang terjadi adalah upaya mendatangkan 

bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk terhalang faktor biaya 

yang mahal dan dianggap akan memperumit serta memperpanjang proses 

peradilan. Dan menurut hakim Pengadilan Agama Nganjuk, saat menangani 

kasus yang di dalamnya ada kendala terkait penggunaan Bahasa, mereka 

menyatakan tidak terkendala dan sudah dirasa adil karena tidak ada tuntutan 

lagi dikarenakan kendala bahasa yang terjadi saat persidangan. Justru hal 

tersebut akan dirasa kurang adil apabila tidak mempertimbangkan faktor 

ekonomi dari para pihak pencari keadilan. 

Menurut Ugan Gandaika selaku Hakim tingkat pertama Pengadilan 

Agama Nganjuk berpendapat : 

ñYa karena beliau (Bapak Abdul Hafid) bukan Hakim orang sini, 

ndak masalah, kan kita majelis. Majelis bukan hanya Ketua Majelis, 

majelis kan banyak, ada saya, ada Bu Ros (Hakim) kan sama-sama 

orang Jawa jadi ya nggak terkendala apapun. Yang penting kita bisa 

memberi keputusan yang adil bagi para pihak. Itu yang paling utama 

itu disitu kuncinya (keadilan). Ndak perlu (Juru Bahasa) kan kalau 

(misalnya) semua hakim ndak bisa lha itu baru (perlu Juru Bahasa). 

Kan ini hakimnya tau (Bahasa Daerah).ò52 

 

Menurut Ugan Gandaika, dalam proses Peradilan, tidak perlu terlalu 

bertele-tele dalam urusan Hukum Acara walaupun itu semua wajib untuk 

dilaksanakan. Poin utama dalam persidangan adalah keadilan bagi para 

pihak yang berperkara karena dalam persidangan, menyediakan bantuan 

 
52 Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023) 
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Juru Bahasa tersebut dianggap memperpanjang durasi proses persidangan. 

Disamping itu, tanpa adanya bantuan Juru Bahasa juga, Hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk menyatakan sudah memenuhi keadilan di setiap keputusan 

mereka. Dengan adanya majelis Hakim yang terdiri dari beberapa hakim 

yang berbeda latar belakang, budaya, dan Bahasa dianggap sudah 

mencukupi dalam memahami Bahasa Daerah yang tidak bisa dipahami oleh 

salah satu Hakim. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dan dirangkum dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Beberapa faktor terkait penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama 

Nganjuk seperti panjar biaya yang membengkak, berpotensi 

memperpanjang proses persidangan dan hakim merasa sudah berbuat adil 

tanpa adanya bantuan Juru Bahasa membuat para hakim tidak pernah 

menangani kasus dengan kendala Bahasa daerah maupun Bahasa Asing. 

Namun ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh para 

hakim, yaitu kasus Bahasa isyarat. Dengan adanya kasus tersebut maka 

Pengadilan Agama Nganjuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga 

terkait guna menyediakan bantuan Juru Bahasa isyarat. 

2. Dengan disediakannya bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama 

Nganjuk apabila saat dibutuhkan saja dan bukan atas dasar ketaatan penuh 

terhadap SK KMA, akan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Kepastian hukum terkait dengan aturan yang tersurat dalam 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika 

dibandingkan dengan asas keadilan yang ditandai dengan ringannya biaya 

yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1A, maka asas keadilan lah yang lebih diutamakan. 
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B. Saran  

Penelitian ini menjadi acuan untuk memberikan masukan kepada seluruh 

Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dalam hal bantuan penyediaan Juru Bahasa bagi para pihak berperkara yang 

mencari keadilan. Hasil dari penelitian dapat mewakili realita bahwa kendala 

bahasa yang dituturkan oleh para pihak berperkara belum tentu dapat dipahami 

oleh Majelis Hakim, sehingga Lembaga Peradilan haruslah jeli dalam melihat 

masalah yang sudah disiapkan solusinya dari jauh hari. Demikian juga dengan 

petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih detail dalam mengetahui apa 

saja yang dibutuhkan oleh para pihak berperkara dalam persiapannya menjalani 

proses Peradilan. 

Terwujudnya kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga yang 

berkompeten dalam menghadapi problematika Bahasa di proses persidangan 

juga menjadi saran penulis untuk seluruh Lembaga Peradilan di bawah 

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasalnya, masih banyak 

kemungkinan keragaman Bahasa yang akan dituturkan oleh masyarakat saat 

ini berbanding lurus dengan mudahnya akses transportasi ke seluruh penjuru 

dunia. Dengan adanya harapan seperti ini, penulis ingin agar pelayanan di 

seluruh Lembaga Peradilan terlaksana berdasarkan keadilan dan asas Peradilan 

Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan demi terwujudnya peningkatan wibawa 

Mahkamah Agung di mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 
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